
3 Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tabun 2014 No.
244, Tambahan Lembaran Ncgam Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana diubah dengan Peraturan
Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tabun 2015 Tentang Pemcrintahan Oaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,
Tambaban Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor
5589);

2 Undang-Undang Nomor 43 tabun 2009 ten tang Kearsipan
[Lembaga Ncgam Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor507 ! I

1. Undang-Undang Nomor 27 Tabun 1959 t.entang Penctapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tabun 1953 tentang
Pembentukan Oaerab Tingkat, U eli Kalimantan (Lembaran
Negara Republlk Indonesia Tabun 1953 Nomer 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara RepubUk Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembamn Negata
Republik Indonesia Nomor 1820);

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada buruf a, pcrlu menetapkan Peraturan Bupati Barite
Kuala tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi
Keamanan dan Akscs Arsip Dinamis.

a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan arsip
dtnamls yang efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan
Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tabun 2009
tentang Kearsipan sene untuk meneegah terjadinya
penyalahgunaan arsip oleh pihak pihak yang tidak berhak,
perlu diatur daJam suatu pedoman;
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Pedoman Pembuatan Sietem Klasitikasl Keamanan dan Akses Arsip Oinamis
sebagaimana dimaksud daJam Pasal 1 diberlakukan bag; pencipta arsip
sebagai panduan dalam melakukan pembuatan kleaiflkaei keamanan dan
penentuan bak akt;,t;$ arsip dinamis, serta pembuatan daftar areip dtnamis
bcrdasarkan klasifikasi keamarran dan uses arsip dinamis.

Pasal2

Pedoman Pernbuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinemis
adalah sebagaimana tercantum daJam lampirao Peraturan in; dan merupakan
bagian yang t!dak terpisahkan dan Pernturan in;'

Pasal 1

BAB I
KETENTUANUMUM

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG pgDOMAN
PEMBUATANSISTEM KLASIF'IKASIKEAMANAN DAN AKSES
ARSIP DINAMIS

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

ll , Peraturan Bupat! Barito Kuala Nomor 45 Tabun 20]9
Tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Barite Kuala.

10. Pemturan Buped Sarita Kuala Nomor 105 Tabun 2017
Tentang Pedoman Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten
Barite Kuala;

9. Peraturan Bupati Barite Kuala Nomor 15 Tabun 2016
ten tang Jadwal Retensi Arsip Bidang Fasilitatif Non
Keuangan dan Non Kepegawalan Pemerintah Kabupaten
Barite Kuala;

7. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 35
rabun 2016 tcntang Susunan Organisasi Pcrangkat
Daerah, Tugas dan Pungsi Dinas-Dinas (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tabun 2016 Nomor 35);

8. Peraturan Bupati Barite Kuala Nomor 18 Tahun 2010
tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan dan Retens, Arsip
Kepegawaian PNS dan Pejabat Negara di Liogkungan
Pcmerintah Kabupaten Barite Kuala.

5. Peraturan Menten DaJam Negen Nomor 39 Tahun 2005
tentang Tata Keareipan di Daerab;

6. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005
tentang Tata Kearsipan di Daerah;

4. Peraturan Pernerintah Nomor 34 Tahun 1979 Tentang
Penyusutan Arsip (Lembaran Negara rabun 1979 Nomor
51);



Diundangkandi Mor.bah."
pada Utnggai 15 Juti 2021

Pernturan Bupati ini berlaku mulai bertaku pada UII1ggal diundangkan.

Agar seoap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn BenUl Dacreh Kabupaten
Barito Kuala.

PasaJ3



A. Latar Belakang .
Sebagairnana amanat Pasal40 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

[entang Kearsipan, pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin
ketersediaan arsip daIam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan
akuntabilitas kinelja dan alai bUkti yang sah berdasarkan suatu siscem
yang mcmenuhi persyaratan andal, sisternatls. utuh, menyeluruh dan scsuai
norma, standar, prosedur dan kriteria. {NSPK). Ketersediaan arsip digunakan
untuk kegiatan operasional manajemen pencipta arsip dan layanan publik.
Vntuk ltu diperlukan adanya sistern klasifikasi keamanan dan akses arsip
dinamis.

Sislem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis disusun
.ebagal dasar unruk mclindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dan
publik terhadap akses arsip. DaJam era keterbukaan seperti saat ini, arsip
dinamis pada prinsipnya terbuka dan dapat diakses oleh publik, kecuali
yang dinyatakan tertutup, sebagaimana diatur pada Pasal 42 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 bahwa "pencipta arsip wajib
rnenyediakan arsip dinamis bag; pengguna arsip yang berhak", Arsip
dlnamis scbagai salah saru sumber Informasi publik adalall bersifat terbuka
dan dapat diakses oleb publik sesuai Pasal 2 ayat (I) Undang-Undang Nemer
14 Tahun 2008 bahwa "setiap infQnn$si pubJik bersifa; terbuka dan dapat
diakses olen seuap pengguna informasl publik". Hal in! sejalan dengan
konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan lnformasl Publik, yang menguraikan bahwa informasi
merupakan k.ebutuhan pokok dan hak asasi manusia, merupakan salall
satu ciri penting negara demokrans, dan sekaligus merupakan sarana
daJarn mengoptimaJkan pcngawasan publik terhadap penyeJenggaraan
negara dan badan publik.

Sebagai salah satu sumber informasi, arsip harus mudah diakses oIeh
publik, namun untuk pertirnbengan kcamanan dan mclindungi flsm arsip
maka perlu diatur ketenruan tentang pengamanan dan akses arsip dinamis.
Pengaruran pengamanan dan akses rersebur untuk menjamln pengakuan
scrte kchonnatan etee hak dan mengatur kebcbaean orang lain detem
rangka untuk memenuni tuntutan yang adiJ sesuai dengan pertimbangan
moral, nilat-nilai agama, keamanan negara dan ketertiban umum dalam
kehidupan masyarakat yang demokratis.

Mengingat pentingnya klaslfikaei kcamanan dan akses terhadap arsip
dinami s, maka Dina. Perpustakaan Dan Kcarsiapan Daerah Kabupatcn
Barito Kuala menyusun pedoman pembuatan sistem klaaifikas] keamanan
dan akses araip dinamia yang dapar dlpergunakan sebagel pedoman bagi
pencipta arsip, dalam mengelola arsip dinamis $e$uai kaidi\h keareipan dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BABI
PE:NDAHVLUAN

Lampiran ; Peraturan Bupati Barito Kuala
Notnor 39 Tahun 2021
Tanggal 15Juli 2021

PEDOMAN PEMBVATAN SlSTEM KLASIFlKASI KEAMANAN
DAN AKSES ARSIP DlNAMlS

'-



D. Pengertian
l) Klasiflkasi Keamanan Arsip Dinarnie adalah
pengkatcgorian/penggolongan arslp dinamis berdasarkan pada tingkat
keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan
keamanan negara, publik dan perorangan.

2) Klasifikasi Akees Arsip Dinamis adalah pengkategorian pengaturan
ketersediaan arsip dinamis sebagai hasil dari kewenangan huJrum dan
otoritas legal peneip!a arsip UDcukmempermudah pemanfaatan arsip.

3) Pengamanan Ars;p Oinamis adalah program perlindungan terhadap fisik
dan inforrnasi arsip dinamis berdasarkan klasiftkasi kcamanan yang
ditetapkan sebelumnya.

4) Arsip adatah rekama n kegiatan atau perisriwa dalam berbagai bentuk
dan media sesuai dengan perkembangan reknologi lnformasl dan
komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negera,
pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi
politik, organisasi kemasyamkatan dan perseorangan dalam pelaksanaan
kehidupan bermasynrakat, berbangsa dan bemegam.

5) Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung daJam
kegiatan pencipta arsip dan disimpan selarna jangka wakru tertentu.

6) Publik adalah warganegara atau badan hukum yang mengajukan
perrnohonan untuk mengakses arsip dinamis.

7) Pencipta Arsip adalah pihak yang rnempunyai kemandirian dan ororitas
dalam pelaksanaan fungei, eugas, dan tanggung jawab df bldang
pengelolaan arsip dinamis.

8) Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi daTi arsip yang memiliki
informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat
mernbahayakan kedaulatan negam, keutuhan wilayah Negara Kesatuan
Republik tndonesin dan/a(au keselamatan bangsa.

._

C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Kearnanan dan

Akses Arsip Dinamis memuat kctentuan sebagai berikut:
1) Kctcntuan Umum;
2) rata Cara Pernbuatan Klasifikasi Keamanan dan Penentuan Hak
3) Akses Arsip Dinarnis;
4) Tata Cam Pembuatan Dattar Arsip Dinamis Berdasarkan Klasifikasi
5) Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

tnformasi arsip dinamis dari kerusakan dan
kebutuhan akan ketersediaan, keterbacaan,
otentisitas dan reliabilitas arsip tetap dapat

tujuan:
1) Melindungi fisik dan

kehilangan sehingga
keutuhan, integritas,
terpenuhi;

2) Mengatur akses arsip dinamis yang sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan seningga dapat dicegah teriadmya penyalahgunaan
arsip oleh pihak-pihak yang tidak berbak untuk tujuan dan kepentingan
yang tidak sah.

B. Maksud dan Tujuan
Pedoman PembUQWl1 Sistc:m Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip

Dinamia climaksudkan untuk mernberikan panduan bagi pencipta arsip
daJam membuat klaslfikasl keamanan dan akses arsip dinamie, dengan



C. Prinaip Dasar Akses Arsip Dinamis
Prlnsip dasar daJarn penetapan hak akSCB arsip dinamis adalah;
I} Pengaksesan arsip dinamis hanya dapat elilakukan oleh pejabat

dan star yang mempunyai kewenangan unruk akses;
2) Pejabae yang lebih tinggi kedudukannya dapst meogekses arsip

yang dibuat oleh pejabat atau staf eli bawahnya sesuai dengan
hierarki kewenangannya dalam struktur organisasi: dan

3) Pejabat atau staf yang lebih rendah kedudukannya tidak dapat
mengakaes areip yang dibuat oleh pejabat di ataenya kwuaJi
sebelumnya telah diberikan izin olch pejabat yang berwenang,

B. Prinsip Dasar K1asiJikasi Keamanan Arsip Dinamis Prinsip dasar
dalam penetapan klasiftkasi keamanan arsip dinamis adalah ;
1) Memperhatikan tingkat keserlusan dampak yang timbuJ apabila

informasi yang terdapat daJam arsip dinamis disaJahgunakan oleh
pihak-pibak yang tidak berhak untuk lujuan dan kepentingan
yang tidak sah;

2) Pengklaaifikasian keamanan arsip dinamis harus dituangkan
daJam suatu keletapan pimpinan berupa pernyataan tertulis yang
elisertai alasan eebagai dasar pertirnbangan dalam menentukan
tingkat. klaeifikaai.

A. Kebijakan Pembuatan Sistem K1asifikasi Keamanan dan Akscs Arsip
Dinamis.

Sistem K1asifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis harus
ditetapkan olch pimplnan pencipta arsip. Pencipta Arsip yang
dimakaud adalah lernbaga negara, pemerintahan daerah, Jembaga
pendidikan. perusahaan, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan.

BAB II
KETENTUANUMUM

9) Rahasia adalah klasifikasi informasi dan arsip yang apabila diketahui
oleh pihak yang ddak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi
penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/ atau ketertiban
umum.

10}Terbatas adalah klasiflkasi informasi dari arsip yang memiliki informasi
yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat
mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lcmbaga
pemetintahan.

11)BiasajTerbuka adaJah klasifikasi informasi dari arsip yang memillki
infarmasi yang apabila eliketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.

J2) Tingkat klasifikasi keamanan araip dinamis adaJah pengelompokkan
arsip daJarn tingkatan tertenru berdasarkan dampak yang ditirnbulkan
apabila informasi yang terdapat eli dalamnya diketahui oleh pihak yang
tidak berhak.



Pasa! 44 ayat (2):
"Pencipta arsip wajib rnenjaga kerahasiaan arsip tertutup

sebagaimana dlmaksud pacta ayai (Ir.

Kegiatan membuai klasifikas! keamanan dan rnenentukan hak
akses arsip dinamis berada pada Iingkup penciptaan dan penggunaan
arsip yang dalam penyusunannya harua mempcrhatikan langkah
langkah sebagai berilrut: identifikasi ketentuan hukum, anal;.is fungsi
unit kerja dalam organisasi, analisis job description serta analisis risiko,
scbingga dapat diteruuken kategori klasifikasi keamanan dan hak akses
arsip dinamis.

A. Identiflkasl Ketenruan Hukum
Dalam identifikasi ketentuan hukum yang menjadi pedoman utama
adalah:
I) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kererbukaan

Inforrnasi Publik;
3) Undang-Undang Nomor J I Tahun 2008 tentang Informasl dan

Transaksi Elektronik;
4) Peraturan perundang-undangan sektor pcncipta arsip yang

terkait dengan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis.
Identif1kasi ketentuan hukum yang dapat dipergunakan sebagai

dasar pcnemuan klasifikasi keamanan dan akses arsip dlnamis,
seperti yang terdapat dalam pasaJ-pasaJ sebagai berikut:
1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 ten tang Kearsipan Pasal

44 ayat (I): ·Pencipta arsip dapat menutup akses alas arsip
dengan alasan apabila ars;p dlbuka unruk umum dapat:
a. menghambat proses pcnegakan bukum;
b. mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan
c. intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak

sehat;
d. membahayakan pertahanan dan keamanan negara:
c. mengungi<apkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam

kategori dilindungi kerahasiaaonya;
f. merugikan ketahanan ekonorni nasiona1;
g. merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar

negcn;
h. mengungkapkan isi akta autentik yang bersifal pribadi dan

kemauan terakhlr ataupun wasiat seseoraag keeuali kepada
yang berhak secara hukum:

i. mengungkapkan rahasia atau data pnbadi; dan
j. mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut

sifatnya perlu dirahasiakan."

BABlll
TATA CARA PEMBUATAN KLASIFlKASI KEAMANAN

DAN PENENTUAN HAK AKSES ARSIP



2) Undang-Undang Nomor l4 Tabun 2008 tentang Keterbukaan
Informaei Publik

PasaJ 17:
'Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon
Informasi Publik untuk mendapaLkan Informasi Publik", kecuali:
a. lnformasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada

Pemobon lnformasi Publik dapat rncngharnbat proses
penegakan hukum, yaftu informasi yang dapat:
1) Menghambac proses penyelidikan dan penyidikan suaeu

dndak pidana;
2) Mengungkapkan identitas lnforman, pelapor, sakai,

darr/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
3) Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana

rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan
penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;

4) Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak
hukum dan/atau keluarganya; danjatau

5) Membahayakan keamanan peralatan, samoa, dan/atau
prasarana penegak hukum.

b. Injormaei Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan
perlindungan bak atas kekayaan intelektual dan perlindungan
dari persaingan usaha ,idak sehet:

c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan
dan keamanan negara, yaitu ;
1) lnformasi tentang strategi, intetijen, operasi, taktik dan

teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem
pertahanan dan kearnanan negara, meliputi tahap
perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evatuaai
dalam kaitan dcngan aneaman dan dalam dan luar negeri;

2) Dokumen yang memuat tcntang stratcgi, intelijcn, operasi,
teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan
sistem pertahanan dan keamanan ncgara yang mcliputi
tahap percncanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau
evaluasi:

3) JumJah, komposisi, disposlsi. atau dislokasl kekuatan dan
kemampuan daJam penyelenggaraan sistem pertahanan
dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;

4) Gambar, peta, dan data ten tang situasi dan keadaan
pangkalan dan/atau instalasi militer;

5) Da.ta perklraan kemampuan militer dan pertahanan
negara lain terbatas pada segefa tindakan dan/ atau
indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan
kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia danl
atau data terkait kcrjasama militer dengan negara lain
yang disepakad dalem perjanjian tersebut sebegai rahasia
emu sangat rahasia;

6) Sisteru persandian negara; dan/alan
7) srsrem intelijen negara.

d. Informesi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepede
Pemohon lnformaal Ptrblik dapat mengungkapkan kekayaan
alam tndonesia;



e. lnformasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan
ekonomi nasional :
I) Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang

nasional atau asing, saham dan aset vital miliknegara;
2) Rencana 8\VaJ perubaban nilai rukar, suku bunga, dan

model operasi institusi keuangan;
3) Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman

pernerintah. perubahan pajak, tarii, atau pendapatan
negara/ daerah Iainnya:

4) Rencana awal penjualan atau pembeiian tanah atau
properti:

5) Rencana awal Investasi asing;
6) Proses dan hasil pengawasan pcrbankan, asuransi, atau

lembaga keuangan lainnya; dan/ atau
7) Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepenCingan
hubungan Iuar negeri:
I) Posisi, daya tawar dan straregi yang akan dan lelah

diambil oleb negara daJam bubungannya dengan negosiasi
inrernasional;

2) Korespondensi diplomatik antarnegara;
3) Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan

dalam menjalankan hubungan intemasional; dan/atau
4) Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis

Indonesia di luar negeri.
g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapar mengungkapkan

isi fakta otentik yang beraifat pribadl dan kemauan terakbir
ataupun wasiar seseorang.

h. Informaei Publik yang npabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi,
yaitu :
1) Riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2) Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan

fisik, dan psikis seseorang;
3) Kondisi keuangan, aset, pendapatan. dan rekening bank

seseorang:
4) Hasil-hasil evaluasi schubungan dengan kapabilitas,

intelektualitas, dan rckomcndasi kemampuan seseorang;
danj'atau

5) Catalan yang menyangkut pribadi seseorang yang
berkaitandengan kegiatan satuan pendidikan formal dan
satuan pendidikan nonformal,

i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra
Badan Pubtik, yang menurut sire tnya dirahaelakan kecueti
atas putusan Komisi Informasi atau pcngadiJan.

J. Informasi yang tidak balch diungkapkan berdasarkan undang
undang.



Pasal 31:
I) Sctiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau mclawan

hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas
informasi elektronik darr/atau dokumen elektronik dalam
suatu komputer dan! atau sistem elektronik tertentu milik
orang lain.

Pasal 30:
I) Sctiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan

hukum mengakses komputer dan! atau sistem elektronik
milik orang lain dcogan cara apa pun_

2) Setiap orang dcngan sengaja dan tanpa halt atau rnelawan
hukum mcngaksce kcmputer dan/atau si&lcm elektrcnik
dengan earn epa pun dengan tujuan untuk memperoleh
informasi elekLronikdan/atau dokumen elektronik.

3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum mengakses komputer danj'atau sistem elektronik
dengao cam. apa pun dengan melanggar, menerobos,
rnelampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal29:
"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan
lnforrnasi Elektron!k dan/atau dokumcn clcktronik yang berisi
ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang dlrujukan
secara pribadi."

3. PasaJ 27, Pasal 29, Pasal 30, PasaJ 31, Pasal 32, Pasal 35, Pasal
36, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik:
Pasal 27 :
I) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

dan/atau mentransmisikan dan/atall membuat dapat
diaksesnya infcrmasi elektronik danj atau dokumeo elekrronik
yang merniliki muatan yang melanggar kcsusiJaao.

2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendlstribuslkan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya lnformasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik
yang memiliki muatan perjudian.

3) Setiap orang dcngan sengaja dan tanpa halt mendis!.ribusikan
dan/ atau mentransmisikan dan/ atau mernbuat dapal
diaksesnya inforrnasi elektronik dan/atau dokumen elcktronik
yang mcmiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran
nama baik.

4) Setiap orang dengan sengaja dan ranpa hak mendistribusikan
dan! atau mentransrnisikan dan/ atau membuat dapat
diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
yang memiliki muatan pcrnerasan dan/ atau pengancaman.



2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hal< atau mclawan
bukurn melakukan interscpsi atas transmisi informasi
e1ektronik dan! atau dokumen elektronik yang tidak bersifat
publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/ateu
Sistcm Elektronik tertentu milik orang Iain, baik yang tidak
menyebabkan perubahan apa pun maupun yang
menycbabkan adanya perubahan, penghilangan,
dan/ataupenghentian informaai ctcktronik dill'l/atau
dokuroen elektronik yang sedang ditransmisikan.

3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pads ayat (1)dan
ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan
hukum atas pennintaan kepolisiaa, kejal<saan, dan! atau
lnetirusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan
berdasarkan undang-undang.

4) Ketenwan lcbih lanjut mengenai tats cara interscpsi
sebagaimana dimaksud pacta ayat (3) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal32:
1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau

melawan bukum dengan cam apapun mengubah,
menambah, mcngurangi, melakukan transmisi, merusak,
menghilangkan, memirrdahkan. menyembunyikan SU$lU
[nfonnasi I!:lektronikdan! atau dokumen elektronik milik
orang lain atau milik publik.

2) Setiap orang dengan sengaia dan tanpa hak atau
melawan hukuro dengan cara apapun memindabkan
atau mentransfer Informasi elektronik danj'atau
dokumen elektronik kepada eietcm elektronik orang lain
yang lidak berhak.

3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayel
(1) yang mcngakibatkan t.erbukanya suatu infcrmasi
elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bersifat
rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan
keutuhan data yang tidal<sebagaimana mestinya.

PasaJ 35
'Setiap orang dengan scngaja dan tanpa hak atau
melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan,
perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi
elektronik dan!atau dokumen elektronik dengan tujuan
agar informasi elektronik dan! atau dokumen elektronik
tersebut dianggap seolab-olah data yang crentik."

Pasal36
'Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau
melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 sampat deogan Pasal 34 yaog
mengakibatkan kerugian bagi orang lain."

Pasal 37
"Setiap orang dengan seDgaja melakukan perbuatan yang
dilarang sebagaimana dirnaksud daJam Pasal 27 sampai
dengan Pasal 36 di luar wilayab Indonesia tcrhadap
stsiem elek1:conlk yang berada III wiJayah yurisdiksi
Indonesia,"



4. PasaJ 3 ayat (4) Undang-Undang Nom.or 8 Tabun 1999
tentang perlindungen Konsumen
PaM! 3 ayat (4)
"Menciptakan sistem pcrlindungan konsumcn yang
mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan
infornlasl ecrte akeee untuk mendapatkari informasilO

S. PasaJ 7, Pasai 8, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 189 ayat (2)
UndangUndang Nomor 36Tabun 2009 tentang Kesehatan
Pasal 7
'Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan
cdukasi tentang kesehatan yang seimbang dan
bertanggung jawab."
Posa! 8
'Setiap orang berhak mempcrolcb informasi tentang data
kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan
yang telah maupun yang akan diterimanya dan renaga
kesehatan."
PasaJ 168
II Untuk menye1enggarakan upaya kesehatan yang efektif

dan efisien diperlukan informasi kesehatan.
2) Informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pacta ayal

(1) dilakukan melalui sistern informasi dan melalui
lintas sektor.

3) Ketentuan lebih ianjut mengcnai sistem informasi
sebagalmana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

PasaJ 169
'Pcmerintab memberikan kemudaban kepada masyarakat
untuk memperoieh akses terbadap Informasi kesehatan
dalam upaya meningkatkan dcrajat kesehatan masyarakat.·
Pasal 189 ayat (2):
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan
serta keterangan len tang tindak pidana dl bldang
kesehatan;

b. mclakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga
melakukan tintlak pidana di bidang kesehatan;

c. rneminla keterangan dan baban bukti dan orang, atau
badan hukum schubungan dengan tindak pidana di
bidang kesehatan;

d. melakukan pe:meriksaan atas surat danj'atau
dokumen lain Lenlang tindak pidana di bidang
kesehatan;

e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau
barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang
kesehatan;

f. meminta bantuan ahli daJam rangka pelaksanaan
tuges penyldlkan tindak pidana eli bidang kesehatan:

g. meoghentikan penyidikan apabila tidak terdapat
cukupbukti yang membuktikan adanya tindak pidana
di bidang kesehatan.

O. Pasal 18. Pasal 20, Pasal 40, PasaJ 41, Pasal 42. dan
Pasal 43 Undang-Undang Nomor 36 Tabun 1999
tcntang Telekomuntkaei



Pasal43:
"Pemberian rekaman inforrnasi oleh penyetenggara jasa telekornunikasi
kepada pengguna jasa telekomunlkasi sebagaimaoa dimaksud daJam Pasal 41
dan untuk kepentingan proses peradilan pidana sebagaimana dimaksud
daJam Pasal42 ayat (21,tidak merupakan pe.langgoran PasaJ 40'.

Pasal 42:
1) Penyelenggara jasa telekomunikasi waJib merahasiakan infonnasi yang

cIikirim dan atau diterirna oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jasa
telekomunikasi dan atau jasa telekomunlkasi yang c1iselenggarakannya.

2) Untuk keperluan proses pidana, penyelcnggare jasa tclekomunikasi dapat
merekam informasi yang clikirim dan atau c1iterima oleh penyclenggara jasa
telekomunikasi serta dapat mcmbcrikan informasi yang diperlukan atas:

B. Permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kcpala Kcpolisian Rcpublik
Indonesia untuk tindak pldana tertentu:

b. Permintaan penyidik uneuk lindak pidana tertentu seeuai dengan Undang
Undang yang bertaku.

3) Ketentuan mengenai tata cam permintaan dan pemberian rekaman informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) c1iaturdengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 40:
'Sctiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas inforrnasi yang
c1isaJurkanmelalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun."
Pasal 41:
"Dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian rasilitas telekomunikasi
alas pennintaan pengguna jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa
tetekomunikasi wajib mclakukan kegiatan perekaman pemakaian fasilltas
telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa t.elekomunikasi dan dapar
melakukan perekaman informasi sesuai dcngan peraturan
perundangundangan yang berlaku",

Pasal 18:
11 Penyelenggara jasa telekomunikasi ""jib mencatac/ mere] ...m secara, rinei

pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna
telekomunikasi,

2) Apabila pengguna memerlukan catatan/ rekaman pemakaian jasa
telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara
telekomunikasi wajib membcrikannya.

3) Ketcnruan mengenai pencatatanj'pcrekaman pemakaian jasa telekomunikasi
scbagalmana dimaksud pads ayat (1) dtatur dengan Peraturan Pemerintah.
PasaJ 20:
dSetiap penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioriras
pengirirnan, penyaluran, dan penyampaian infonnasi penting rnenyangkut:

a. Keamanan negara;
b. Keselamatan jiwa manusia dan barta benda;
c. Bencana alarn;
d. Marabahaya, dan etew
e. Wabab penyakit.



B. Analisis Fungs! Unit Kcrjadalam Organisasi dan Job Description
Setclab melakukan identifikasi terhadap ketentuan hukum yang menjadi

bahan pertimbangan dalam pembuatan klasifikasi keamanan dan penentuan
hak akses arsip dinamis, langkah se.lanjutnya adalah melakukan anal isis
fungsi unit kerja dalam organisasi dan analisis job description pada masing
rnasing jabatan.

J. AnCllisis Fungsi Unit Kerja dalam Org(lJ1isasi
Analisis fungsi dalam organisasi dilakukan terhadap unit kerja yang

menjalankan fungsi balk subtantif maupun Iasilitatif dengan lujuan untuk
menentukan fungsi strategis dalam organisasi, Fungsi substantif atau utama
adalab kelompok kegiatan utama suatu organisasi sesuai dengan urusan
penyelcnggaraan pernermtahan. F'llngsi Iaailitatif aclalah kelompok kegiatan
pendukung yang terdapat pada setiap organisasi mieejnye eekretarlat,
kcuangan, kepegawaian, dan lain-lain.

Contoh arsip yang dihasilkan berdasarkan anal isis fungsi subscantif yang
mempunyai nilai stratcgis bag) individu, masyarakat, organisasi, dan negara
antara lain:

a, Dalam struktur organisasi Kementenan Pertahanan terdapat Sedan Sarana
Penahanan. Salah satu fungsi Badan Sarana Pertahansn adalah di bidang
pengelolaan sarana pertahanan. Kegiatan yang tercipta dari Iungei
pengelolaan sarana pertahanan an lara lain pengadaan jasa konstruksi dan
saran. pertahanan, sertifikaei kelaikan, kodefikasl matertil, dan pengelolaan
aset/barang milik negara di bidang pertabanan. Unruk kegiatan jasa
konstruksi dan sarana pcrtahanan, eontoh arsip yang dihasilkan adalah
kerersediaan euku cadang peralatan pertahanan dari dalam maupun luar
negeri. Berdasarkan analisis fungsi, arsip dari kegiatan tersebut dapat
dipertimbangkan sebagai arsip rahasia, karena kegiatan tersebur mempunyai
nilai atratcgia bagi ncgara.

7. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia
Dagang
Passl2:
"Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metodc produksi. metode
pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi
dan/etau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh
masyarakat umum".
Pasal 3:

a. Rehasla Dagang mendapat perlindungan apabUa infcrrnaai tersebut beraifat
rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melaJui upaya
sebagaimana mestinya.

b. Infonnasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut banya
diketahul olen pihak tertenru atau tidak diketahui sccara umum olen
masyarakat.

c. Infcrmasl dianggap memiliki nilai ekonorni apabila sifat kerahasiaan informasi
tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang
bcraifat kornersial atau dapal meningkatkan kcuntungan secara ekonorni.

d.lnformasi dianggap dijaga kerahaslaannya apablla pemilik atau para pihak
yang menguasainya telah melalrukan langkabJangkah yang layak dan patut.
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b. Da1am struktur oJ1!lU'.S3siKementerian Energ; dan Sumber Daya Mineral
terdapat Baden Geologi. Salah earu (ungsi Badan Geologi adalah mengungkap
patens! geo-resources (sumber daya geoJogi)yang rerdapm di suatu wilayah di
Indonesia, seperti: migas, panas bumi, mineral dan air tanah, serta potensi
geologi lainnya. Dalam melaksanakan fungsi rersebut, Sadan Oeologi
mempunyai kegiatan pernetaan terhadap potensi sumber daya gectogi,
Kcglal"n tersebut menghnsllkan araip berupa nama, luns wilayah, jumJah
penduduk wilayah tersebut beserta peta. Berdaeerken nnalis;s (ungsi, arsip
dati kcgiatan tersebut dapllL dlpertimbangkan sebagai arslp rahasia, karena
kegiat.an ter-sebwt mempunyai nilo.i arrategis bagi negarll.

c. Salah saw unit organisQsi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan
In(ormatika ada!ah Direklor&t Jenderal Aplikasi In(onnatika. Salah saw
(ungs' Oirektorat Jenderal Aplikasi Informatika adalah menjaga keamanan
inronnasi. Arsip yang dihasilkan dari fungsi tersebut antara lain arsip yan
berhubungan dengan daItar SiLUSdi internet Lerkail dengan jaringan teroris di
Solo yang harus diblokir sehingga arsip yang tercipta dan (ungsi terse but
dClpGt dipcrtimbangknn sebogW arsip rahasla, karena kegiatan tersebut
fcrkait dengan kea.manan naslonal,
An.olisis Fungsi dan unlt kerjn dalam organisasi dapaL dlgarnbarkan dalam
bnglln scbagai berikuc:

label I. Contoh Anallsls Fungsi Unit Kerjn Dalam Organisasl



Penyusunan uraian jabatan harus dilakukan dengan baik agar mudah
dimengerti, untuk itu diperlukan suatu proses rerstruktur, yang dikenaJ
dengan nama analisis jabatan.

Analisis jabatan adalah proses unruk mernehamt suatu jabatan dan
kemudian menuangkannya ke dalarn format agar orang lain mengerti
tentang sustu jabatan. Prinsip penting yang harus dianut daJam
melakukan analisis jabatan, yaitu:

a. Analisis dilakukan untuk mernaham! tanggung jawab seuap jabatan dan
kontribusi jabatan terhadap pencapaian hasil atau tl1.Iuan organtsasi.
Dengan analisis ini, maka uraian jabatan akan menjadi dartar tanggung
jawab.

b. Yang dianalisie adaJah jabatan, bukan pemegang jabatan.
c. Kondis! Jabatan yang dianalisis dan dituangkan dalam uralan jabatan

adalah kondisi jaba'an pada saal diaoalisi. berdasarkan rallcangan
stra,wgi dan struktur organisasi.

Concob arsip berdasarkan fungsi fasllitatif yang mempunyai nilai
strategis bag; individu, masyarakat, organisasi, dan negara antara lain:

a. Unit kepegawaian. dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan
pegawai, unit kepegawafan melaksanakan kegiatan penyusunan personal
file dlantaranya meliputi disiplin pegawal, DP3, dan lain-lain. Arsip yang
tcrcipta dan kcgiatan ini dapat dipertimbangkan sebagai arsip rahasia
karena mempunyai nilai bagi individu pegawai yang bersangkutan dan
dapat mcnimbulkan kerugian yang serius terhadap masalah privacy.

b. Unit keuangan, dalam rangka melaksanakan salah satu fungst yairu
pengelolaan perbendaharaan, diantaranya melakukan kegiatan
administrasi pembayaran gaji. Arsip yang dihasilkan diantaranya adalah
daftar gaji, daftar potongan gaji pegawai, dan lain-lain yang dapat
dipertirnbangkan arsip rahasia karena mcmpunyal nibil bag; individu
pcgawai dan dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap masalah
privacy.

2. UroianJaba!an (JobDescription)
Selaln analisis fung,$i unit organisasi, perlu didukung adanya

analisis sumber daya manusia sebagai penanggung jawab dan pengelota
rnelalui analisis job description. Job description (uraian jabatan] adalah
suatu catatan yang sistematis tentang rugas dan taaggung jawab suatu
jabatan tertenru, yang diuraikan berdasarkan fungs! sebagaimana yang
tercanrurn daJarn strukrur organisasi.

Uraian Jabatan berbentuk dokumcn formal yang berisi rlngkasan
tentang suatu jabatan untuk membedakan [abatan yang saru dengan
jabatan yang lain dalam suatu organisa.si. Uraian jabatao disusun dalam
suaru formal yang terstruktur sehingga informasi mudah dipaham! oleh
setiap pihak yang berkaitan di daJam orgarusasl. Pada hakikatnya, uraian
jabatan merupakan hal ynng penting dalam pengelclaan sumber daya
manusia datam suaru organisasi, dimana suaru jabatan dije1a$kan dan
diberikan batasan.

Hal-hal yang barus diperhatikan dalam Uraian Jabatan meliputi:
a. Idcntifikasi Jabatan, berisi informasi tentang nama jahatan dan bagian

dalam suatu organisasi;
b. Fungai Jabatan berisi penjelasan tcntang kegiatan yang dilaksanakan

berdasarkan struktur organisasi;
c. Tugas-tugas yang harus dilal<sanakan, bagian ini merupakan inti dari

uraian jabatan; dan
d. Pengawasan yang harus dilakukan dan yang diterima.



Contob penggoJongan personil dalam suatu organisasi untuk menjamin
perlindungan keamanan informasi dan hak akses arsip dinamis adalah:

a. Penenru kebijakan adalah pejabat yang mempunyai fungsi, tugas,
tanggung jawab, dan kewenangan kedinasan ke luar dan ke dalam
instansi seperti: Pimpinan tertinggi eampai dengan eselon 2 pada instansi
pernerintah PUSSIdan pemerlruah daerah aiau eseton 3 pada instans!
setingkat Balai/UP'l'/Kao,or;

Dati analisis jabatan, dapat dilihat pejabat yang mempunyai wewenang
dan tanggung jawab terhadap tingkat/ derajat klasifikasi keamanan dan
mcmpunyai hale akses arsip dinarnis. Untuk itu, dapat digolongkan
personil tertencu yang diberi wcwcnang dan tanggung jawab dalam
pembuatan, pcuanganan, pengelolaan keamanan informasi dan diberi hak
akses areip dinamis, Penggotongan personil uruuk menjarnin
perlindungan pengamanan tnjcrmasi dan mempunyai hak akeee arsip
dinamis terdiri dati penentu kebijakan, pelaksana, dan pengawas.
Tangguagjawab tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Penentu kebijalean

1) Meoentukan tinglea,/derajat klasifikasi keamanan dan hak akses arsip
dinamis;

2) Memberikan pertimbangan ataU alasan secara tertulis rncngenai
pengklasifikasian keamanan dan penenumn hak akses arsip dinamis;

3) Mcncotukan sumber daya manusia yang bertanggung jawab dan
mempunyai kewenangan dalam mengamankan infonnasi daJam arsip
dinamie yang telah diklasiJika.ikan keamanannya; dan

4) Menuangkan kebijakan, dasar pertimhangan, dan sumber daya manusia
yang bertanggung jawab dalam suatu pedoman, petunjuk pelaksanaan,
atau petunjuk teknis,
b. Pclaksana kebijakan
Memahami dan menerapkan kJasiJikasi kea.manan dan hale ekses arsip
dinamis sesuai dengan kewenangan yang sudah ditetapkan:

1) Melalesanakan pengelolaan arsip sesuai dengan tingkat klasiflkasi
keamanan dan hak akses arsip dlnamis sesuai dengan kewenangan yang
telah ditenrukan;

2) Merekam sernua peJanggaran yang ditemukan;
3) Melaporkan semua tindakan penyimpangan dan pelanggaran;
4) Menjemin bahwa implement asi tingkat klasifikasi keamanan dan hale

akses arsip dinarnis telah dikocrdinasikan dengan pejabat yang rerkait
secara tcpat;

5) Menjamin Infcrmaal yang berada dalam kendaJi pejabat yang mempunyai
wewenang dan tanggung jawab tcrhadap tmgkat Idasifikasi keamanan dan
mempunyaJ hak akses arsip dinamis telah dilindungi dati kerusakan fisik
dan dad ekses, perubaban, serta pemindahan ilegal berdasarkan stan dar
kearnanan;

6) MengidentiJikasi semua kebutuhan dalam rangka menjamin keamanao
informasi dan bale akscs araip dinamis yang terdapat dalam arsip yang
telah diklasifikasikan keamanannya.
c. Pengawas

I) Menindaklanjuti pelanggaran dan peoyimpangan yang ditemukan; dan
21 Melaporkan semua dugaan pelanggaran dan penyimpangan kepada

penentu kebijakan.



4. PeTleTltuanKalegori Kklsi/ikasi Keamanan:
Berdasarkan ideotifikasi ketentuan hukum, analisis fungsi umt kerja

dalam organises; dan job description serta analisie rislko, dapat
ditentukan katcgori klasifikasi kearnanan, yailu :
a. Sartgat Rahasia apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapal

membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara
Kesatllall Republik Indonesia, clan keselamalan hangsa;

I) Bila arsip dirahasiakan, maka kemungkinan risiko yang akan timbuJ
adaJah disalahgunakan oleh pejabat yang bcrwenang karena tidak ada
kontrol dari masyarakat,

2) Bila arsip diketahui oleh publik maka akan ada kontrol dan koreksi,
sehingga lebth baik dikategorikan sebagai arsip biase dan dapat diaks ••
oleh masyarakat,

b. Pelaksana kebijakan adalah pejabat pada unit kerja yang melaksanakan
fungsi dan tugas organisasi sctiogkat eselon 3 dan 4. seperti: Kepala
Bidang/Kepala Bagian/Kepala Sub Direktorat, Kopala Sub Bidang/Kepala
Sub Bagian/Kepala Seksi pada pusal/direktorat/biro:

c. Pengawas adalah pejabat yang mempunyai fungsi dan rugas pengawasan,
seperti; inspektur/auditor pada inspektorat. pengawas intern pada Satuan
Pengawas Intern (SPI).

3. An.alisisRisiko
Setelah dilakukan analisis fungsi unit kerja dalam organisasi dan Job

description, kemudian dilakukan analisis risiko. Analisis risiko
dipergunakan unruk memberikan pertimbangan terhadap
pengklasifikasian keamanan dan hak akses arsip dinamis karena apabila
diketahui oleh orang yang tidak berhak, kerugian yang dihadapi jauh lebih
besar daripada manfaatnya, Risiko tersebut dapat bcrdampak terbadap
keamanan individu, masya.rakat, organisasi, dan negara.

Contoh: analisis risiko
a.. I\rsip }'ang berhubungan dengan keteraediaan peralatan pertahanan,

seperti rnisalnya pembelian pesawat rempur dari luar negeri dan
pembeUan senjate. Setelab dilakukan analisis risiko, hasil analisis
menyimpulkan:

1) Jika arsip telltang pembelian pesawar perang dan seniata terse but dibuka,
maka risiko yang dapar timbul antara lain membahayakan potensi
pertahanan negara,

2) Jika arsip ditutup, maks kemungklnan risiko yang dapat timbul tidak ada
sehingga lebih baik dikategorikan rahasla atau sangat rahasia.
Berdasarkan analisis risiko tersebut, kewenangan hak akses araip
dinamis banya tendapat pada penentu kebijakan sesuai dengan
kewenangannye.

b. Arsip yang berhubungan dengao potensi wilayah. Setelah diJakukan
anallsis risiko, hasil enaliels menyimpulkan:

I) Bila arsip diketahui publik, maka akan mcnimbulkan dampak
pcngcksplcitasian potensi kekayaan oegara olch pibak yang tidak
bertanggung jawab.

2) Bila arsip diturup kernungkinan risiko yang dapai timbul tidak ada
sehingga lebib baik dikategorikan rahasia atau sangat rahasia.
Berdasarkan analisis risiko tersebut, kewenangan hak akses arsip
dinamis hanya terdapat pada penentu kebijakan.

c. Arsip rencana tata kota.



b. Rahasia apabila dikctahw oteh pihak yang tidak bcrbak dapat
mengaJdba.tkan terganggunya fungsi penyelcnggnraan negtu1l,. sumber
daya naaional, ketenioon umum. termasuk ~ampak. ekonoml. -;nakto:
ApabiJa Informasl ya.ng terdepat dalam arssp bcrs.fat sensitif bagi
Icmbage/organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap
privacy, keunlungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta
merusak kemuraan dan reputasi;

c. Tcrbatas apablla diketahui oteh pihak yang tldak berhak dapat
mengakibatkan LCrga.nggunya pelaksanaan Iungs! dan rugas lembaga
pcmerintahan • seperti kerugian finansiaJ yang signiflkan;

d. Biasa/Terbuka apabila dibuka untuk umum tida.k membawa dampak
apapun terhadap keamanan Negtu1I.
Penenruan keempat Ilngkat kJasifikasi keomanan terse but

discsuaikan dengan kepentingan dan kondisi seuap lembaga. Oi suatu
lembaga, dlmungkinkan untuk membuat sekurangkurangnya 2 (dual
lingkat/derajat klasilika.i keamanan arsip dinamis. Setelah dibuet tiogkat
kategori klasifika$l keamanan araip, selanjutnya dapat dituMgkan dalam
Oaftar Arsip Oinamis berdasarkan klaslfikasi keamanan dengan
memperhatikan itemitem sebngaimana diatur didalam.

Berdasarkan identiOIq,.i ketenruan hukum, anali.is fungsi unit kerja
dalam organisasi, anaii81. job description, analisis risiko, dan pcnentuan
kategori klasifikasi keams nan, dapat ditenl'Ukan penggolongan pengguna
yang bcrhak mengakses terhadap arsip dinamis, yaitu :

a. Pengguna yang bcrhak di Iingkungan internal instansi
IIPenenru Kebijakan mempuoyai kcwenangan unl'Uk mengakses

sclurub arsip yang bemda di bswah kewenangannya, dengan ketentuan
scbagai berikut :

a. Pimpinan tingksl terl!nw mempunyai kewenangan untuk
b. mengakses seluruh araip yang bcrada di bswnh kewenangannya.
c. Pimpinan tingkat Lingg; ($IItu tingkat di bawah pimpinan tingkat

terunggi) mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang
berada di bawah kcwenangannyu, namun tidak drbertken hal< akeee
untuk informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertingg] dan yang
saru tingkat dengan uniL di luar unit kerjanya, kecuali Lelah mendapatkan
izin.

d. Pimpinan tingksl monongah (satu tingkat di bawah pimpinan
tinglcat ringgil mempunyai kewenangan untuk mengaJeses seluruh arsip
yang bcrada di bawah kewenangannya, namun tidak dlberikan hak akses
untuk informQ$i ynng terdapal pada. pimpinan tingkD' tcrl!nggi, pimpinan
tlngkat tinggi, dan yang aatu tingkat dengan unit di IUM unit kerjanya
kccuaJi tetah mendapatkan izin.

2) PeJaksana kebijokan mernpunyai kewenangan untuk mengakses
scluruh arsip yang berada di bawah kewenanganl1ya dengan tingkat
kia.jfikasi bia.a, telapi lidak diberikan hak akae. unluk arsip dengan
tingkal ktasifikasi terbato., mhosin. dan onngot rohasin yang terd'pat
pads pimpinan tingkallc:rlinggi, pimpinan tingkat. linggi, pirnpinan tingkat
menongah. dan yang aatu tingkst di ataS unit keljanya kecuali telah
mcndapatkan mn.



Keterangan Tabe! 2:
Q. Arsip Berklasifikasi Sangat Rahasia, hak akses dlbcrikan kepada

pimpinan tertinggi lembaga dan yang setingkat di bawuhnya apabila
sudah dibcrikan izin, pengawas intemai/eksremaJ dan penegak
bukum

b. Anlip Berklasifikasi Raha8.a, hak akses dibcrikan kepada pimpinan
bngkat tinggi dan se tingkal di bawahnya apabila audah diberikan izin,
pengawas internal Ieksternal dan penegak hukum

c. Arsip Berklasifikesl Terbatas, bek akses diberlkan kepada pimpinan
!.ingkot menengah dan setingkat di bawahnya apablia sudah diberikan
izin, pengawas inlernQ,l/ckstcrnal dan pcnegak aukum

b. Arsip Berklasifikasi Biasa/Tcrbuka, hak akses dibcrikan kepada
scmua tingkal pejabot dan .taIyang berkepentingan,

5. Pengamanan TingkaJKlasVlialsi
Berdasarkan tingkat Klaoifikasi Keamanan dan Ak"". Anlip Dinamis
maka pencipta arsip mengacu ketentuan peraruran perundang:
undan.gan melakaanAkan pengamanan fis.ik .nip clin.a.mia maupun
mformasinya sc1Juaj dengan tingkat kJasifikasi. antara lain daJam
penyimpanan dan penyampaum scbsga. bcrikut :

TaUeI 2. Penezuna vana berhak akses arain dinamis
No. Tingka[ Penentu Pelaksana Pengawas Publik Penegak

K1asifikasi KeblJakan Kebijakan Intemal/ Hukum
Keamanan EkstemaJ

dan
Akses

I. Biasal ." " ~ , ~
Tcrbuka

2. Terbatae ;r · " · ,
3, Rahasia ~ · 'i ·
4. Sangat ~ · 4 · ..,

Rahasia

3) Pcngawas internal mcmpunyai kewenangan untuk mengakses
seluruh arsip pada peneipta arsip dalam rangka melakeanakan fungs.
pc::ngawasan internal sesuru dengan ketentuan peralUr'8n perundang
undangan, seperti pengawasan yang diJaJrukan oleh Inspektorat Jcnderall
Inspektur Utama Kementerian/Lcmbaga dan saruan Pengawas Internal
(SPI)

b. Pengguna yang berhuk di Imgkungan eketernal i08lQnsi
J) Publik mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan

katogori biasa/terbuka,
2) Pengawas ekstemal mempunyai hak untuk mengakses seluruh

arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan
eksternal sesuai dengan kctentuan peraturan perundang-undangan.
scpcrti pengawasan yang dilakukan oloh Badan Pcmeriksa Keuangan
IBPK)dan Badan p.,ngawasan Keuangan Pcmbangunan (BPKPl

3) Aparat pcnegak hukum mempunyai hal< untuk mengakses arstp
pada pencipta arsrp yang terkait dengan perkara atau proses bukum yang
sedang ditangani dalam rangka melal<sanakan fungai penegakan hukum.

Dalam rangka pelaksanaan klasifikasi keamanan dan akses arsip
dlnamie, pengguna yon~ bcrhak untuk rncngaksea arsip dinamis
sebagaimana tabet berikut :



~
1i0.

I. "aru<~d•• naaxada

•• '-'. pe..." .... u
email berisi cia .. ,enta"l
informaai pe:~nal, baN.
menggunakan enkrtpsJ, eMAn
yan~ dikirim dengan alamnt

r :~.'U.'pass\\'Ord. daa faln-

3. I. wa.... !. ada don
kertAI yang berbedn penerbne ])tean t'.lektronlk

2. Oibert kode mhl1l1i(l "lOU email.
3. Men.gunakM AlllP'OP 2 Mcnggunakan perang)ult

dobe! ~'l.na dilchuauakan bop• Amplop ocgd. IIlCmpd pctoan I:kktronlk oUtU com&IJ
rana.la. tabuLa.

S. KonRnnAs; fnnda 3. Mc:n.ggunakar'l peraendlan
l('rima, .. ta.u krlptografi,

6. Harul dlkidm mclolul
0f1Ul« yang IUdah
ctiben "-eun::n&nl dan

jawob

arolPI

I'· I. "oII'Ila I ,ada idAn
.kenaa y"n8 beTbt-d .. ptl:n(!nmB peaR" elektronik

2. Men.a:wmkan *.rllplop Bt&u email.
dobel bt:raegel 2. Mcnggunak.a.n perangket

3. Audit ~J&k: unruk ~ )'1JlC
Orik ..... (mi_l dLkbllSllflbn bact pesan
IlUldAtonpn). .~ktronik '''u emall

4. HaN. dikirim mcWui rMMia.
orang yUtlg sudeh <llbcrl 3. Menggunakan persendten
1\'e'\\'('1\llng dan at6u krlptogran
""'I!IWli }lwab 4. Haru. ada pel...... n a1cJ,ea
'_p -- inlonnasi unlu.k &uatu
arsip/doku.men rah ... ia. pe-

r atau ."

1. Penyimpanan
Penyimpanan dalam rangka penanganan (lsik maupun Ulformasi
arsip <linam,s sesuai dengan tingkat kIa.mkasi dapst dilakukan
dengan memparhatikon media araip, Pcngaruran pengguna arsip
serta praserana dan sarana sebagaimana bagan di bawah lni:
2. penyrunpaian

Penyampaian daJam rangka penangpnan nsik maupun informasi
orslp dinarnis sesuai dengan tingkat k1asifikasi dapat dilakukan
melalui penglriman yang clillndungi scbagalmana label di bawah



Keterungan:
1. Kolom aNomor', diisi dengan nomor urut;
2. Kolom "Kode K1asiJikasi", diisi dengan kode angka, huruf atau

gabungan angka dan huruf yang akan berguna untuk
mengintegrasikan antara peneiptaan. pcnyimpanan, dan
penyusutan arsip daJam sow kode yang same sehingga
mcmudahkan pengc:lolaan;

3. Kolom· Jenis Arsip" diisi dengan judul dan uraian singkat yang
menggarnbarkan is! darijenis/scri 8r.\ip:

4 Kolom ·KIasiflkasi Keamanan', diisi dengan tingkat keamanan dari
masmg-maaing jenis/scri ers ip ynitu songal rahasia, rabasia,
terbatas atau biasa/terbuka;

5. Kolom 'Hak Akses", diisi dengan nama jabatan yang dapat
melakuksn pengoksesan tcrhadop arslp berdasarkan tingkal/
del'l\lal klasillkasi;

6. Kolom da sa r pertimbangan, diisi dengan uraian yang menerangkan
olason pengi<ategorian arsip sebagai 8(lngl\l rahaoia., rahasis dan
terbatas;

7. Kolorn unit pengolah, diisi dengan unit Morja yang bertanggung
[awab terhadap kcaelarnatan dan keamanan Osik dan informasi
a,..ip ya.ng dikategorikan sangat rahasia, !'aha.i" dan terbatas.

Nomor 1 Kod. Jenis lOa,irtka. Hale Da3M Unit
lOaaifikas Arsip I Aksea Pt:rtunbangan Pt:Dgolah

i Keamana
n

I 2 3 4 5 6 7

. -

A. Format uaner Arsip Dlnami. Berdasarkan Kln~ink•• iKearnanan dan
Akscs Arslp Dinamis

Formal Daftar Arsip Dinamis berdaserkan Klasifikas! Keamanan
dan Akses Arsip Dinamis terdtrt ataa: nomor, kode klasifikasi, jenis
arsip, klasifiktls.i keamanan, ha.k akses, dasar pertimbangan, dan unil
pengolah. Rincian lebih Ianjur sebagai berikut;

Daftar Ars ip Dinamis
Bcrdawkan Klasifikasi Keo.manan dan Ak.aee Ar-sip Dinarnis

Catatan: ketentuan yang berlaku pada arsip dengan klasiJikasi sangat
raha.io mc:lipuu juga ketentuan yang berlaku pada arsip dengan
klR1ifikasi rahasla dan rerberas. Kctc:nruan yang bcrlaku pads atSJp
dengan klasiJikasi rahasia meJipuu juga ketentuan yang berlaku pada
arsip dengan ldastlikasi terbatas.

BABIV
TATA CAM PEMBUATAN OAFTAR ARSIP DINAMIS BERDASARKAN

Kl.ASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMlS



Pembuatan Siste:m Klaslfikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinemis
dilaksnnakan oleh setiap pencipta nrsip berdasarkan ketentuan
sebagalmana dimaksud dalnm peraturan ini, sehingga infotmasi dalam
araip dmarnis dapai terlindungl secara n.ik dan dari akses oleh pihak
yang tidal< berhak

BABY
PENUTIJP

B. Prosedur Pernbuatan Dafulr Arsip Dmamis Berdasarkan Klasifikasi
Kcamanan dan Akees Ansip Din.omis.

Langkah-langkah Pernbuatan DAftar Arsip Dinarnls Ikrdasarkan
Klasilikasi Keamanan dan Ak.es Arsip Dinamis adalah sebagai
berikut:
1 Penentuan KJasilikns. Keamanan dan Hak Akses, Penenruan

K1asifikasi Kcamanan dan Hak Abe. dilalrukon dengan
mcropertimbangkan :
al Aspek ketentuan peraturnn perundang-undangan dan Norma

Standar Pedoman Kriteria masing-masing instansi;
bj Hasil analisis fungs;unit kerja dan Job Description;
e] Aspek analisis rielko;

2. Pencantuman Klasifikasi Keamanan dan ~Iak Akses pada kolom
daftar.
Hasil penentuan K1asilikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip
Dinami, peda pencipta arsip dituangkan dalam kelom-kolem
yang terdiri dan: nomor. kode kl•• ifikasi, jenis arsrp, klasifikasi
keamanan. hak akses dan dasar pcrtlrobangan dan unit
pengolah. Kode klasilikasi dicantumkan Ilpabila sudah dimiliki,
Apabila belum, perlu dilakukan analisis fungsl untuk
menentukan jenis arsip tanpa mengisi kolom kode kla.ilikasi.

3. Pencantuman dasar pernmbangan,
Oasar perumbangan dituangkan untuk mengetahui alasan
mengapa arsip dikntegorikan pada ting)<at/derajat k1asifikasi
kcamanan aangar rahasia, rahasia dan terbatas,

4. Menentukan unit pcngolah
Unit pengolah pertu dicenrumkan daJam daftar guna rnengetahui
unn yang bertanggung jawab terhadap keselamatan dan
keamanan flSik dan infonnas. arsip yang dikategorikan sangat
rahasia, rahasia dan terbatas,

5. Pengesahan oleh Pimpinan Orgamsast.
Pimpinan organisas: yang berwenang mengesehka» Daftar Arsip
Dinamis berdasarkan k1asifikaai keamanan dan akses arsip
odalah pimpman penctpta ararp.


